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PUTUSAN
Nomor 1002/Pdt.G/2017/PA.Pra
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan
perkara cerai gugat antara:

Siti Komariah binti Amagq Siti Komariah, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
tani, tempat kediaman di : Dusun Dasan Bengkel Desa Bonjeruk,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;

melawan

Nuriah bin Amag Mukiah, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat
kediaman di : Dusun Dasan Bengkel Desa Bonjeruk, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Nopember 2017
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor
1002/Pdt.G/2017/PA.Pra, tanggal 08 Nopember 2017 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan
pada tanggal 12 Mei 2004 di Dusun Dasan Bengkel, Desa Bonjeruk
Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor : 208/16/V/2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan
Jonggat tanggal 01 Mei 2004;

2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan
bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) di rumah
Tergugat di Dusun Dasan Bengkel, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat
Kabupaten Lombok Tengah selama 7 tahun , kemudian tahun 2011

Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat
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Dusun Dasan Bengkel, Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten
Lombok Tengah hingga sekarang ;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 2

orang anak bernama :
a. Annisa, perempuan, umur 13 tahun;
b. Nurianti, perempuan, umur 6 tahun;, saat ini ;

4. Bahwa sejak 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah
yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain
disebabkan oleh :

a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkran dan
percekcokan disebabkan karena tidak ada tanggung jawab Tergugat;

b. Tergugat tidak memberikan nafkah zahir dan bathin;

c. Tergugat sering ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat;

d. Selama Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat tidak pernah
lagi Tergugat mencari Penggugat;

5. Bahwa oleh karena prilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat
menderita lahir dan bathin dan merasa tidak kuat lagi untuk mempertahankan
rumah tangga bersama Tergugat dan oleh karenanya Penggugat
berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;

6. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Nuriah bin Amaqg Mukiah)
terhadap Penggugat (Siti Komariah binti Amag Siti Komariah)

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan
perdamaian namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan
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kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara

diperlukan upaya mediasai dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan

untuk memilih mediator yang tersedia namun para pihak tidak sepakat dan
menyerahkan kepada Majelis hakim untuk menentukan mediator, untuk itu

Ketua Majelis menunjuk Drs. H. Moh. Nasri, BA.,, MH. (Hakim Pengadilan

Agama Praya), sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator

Nomor 1002/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 28 Nopember 2017,

Bahwa mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya
mediator Drs. H. Moh. Nasri, BA., MH., menyatakan bahwa proses mediasi tidak
berhasil mencapai kesepakatan damai, hal itu sebagaimana ternyata dari
Laporan Mediator Nomor Nomor 1002/Pdt.G/2017/PA.Pra. tertanggal 29
Nopember 2017;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan
jawaban secara tertulis tertanggal 02 Januari 2018 yang secara rinci
sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 1, 2, dan 3;

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil Penggugat pada angka 4 huruf a, ¢ dan
d tetapi itu tidak sering, namun Tergugat membantah dalil Penggugat pada
angka 4 huruf b, karena Tergugat telah mentalak Penggugat;

3. Bahwa Tergugat menyatakan lebih kecewa karena perbuatan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah
menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana
gugatannya semula dengan tambahan bahwa benar Penggugat telah diceraikan
oleh Tergugat sehingga Penggugat pergi tanpa pamit dengan Tergugat, dan

Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya

tetap seperti jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan
alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 5202026510840002 tertanggal
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23 Maret 2015 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 208/16/V/2004 tertanggal 01 Mei
2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat
tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda
P.2;

B. Saksi:

1. Jumahar Bin Amaq Jumahar, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Petani, Bertempat tinggal di Dusun Bengkel Desa Bonjeruk, Kecamatan
Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena

Saksi ayah kandung Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah

tahun 2004 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang
diasuh Penggugat;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada
Penggugat dan telah menjatuhkan talak di luar Pengadilan;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut antara Penggugat dengan

Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan tidak pernah

ada komunikasi lagi dinatara mereka;

Him. 4 dari 12 him, Put. No. 1002/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan juga Kepala Dusun sudah berusaha merukunkan

Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Marinah Binti Amag Halimah, umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Dusun Bengkel Desa Bonjeruk,
Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di
muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara
perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah
sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena
Saksi ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
tahun 2004 yang lalu;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
dirumah Tergugat dan telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang
diasuh Penggugat;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2011 antara Penggugat dengan
Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan
Tergugat tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menjatuhkan
talak di luar Pengadilan;

- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut antara Penggugat dengan
Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun dan tidak pernah
ada komunikasi lagi dinatara mereka;

- Bahwa Saksi dan juga Kepala Dusun sudah berusaha merukunkan
Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat
menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para
saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk
mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya
ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, begitu juga Tergugat
menyampaikan kesimpulan tidak keberatan menceraikan Penggugat;
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Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk
kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan
perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi
sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Perma Nomor 1
Tahun 2016 telah dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan
melakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.,
namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, meskipun demikian
berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. jis. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis
Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dan Tergugat
dalam setiap persidangan, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil karena
Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah
tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan
ketentuan pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975,
sejalan pula dengan ketentuan hukum Islam yang tertuang dalam pasal 116
hurup (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan
Penggugat Konpensi patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai
bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat adalah antara lain karena Tergugat bersifat
keras, sering ringan tangan dan berkata kasar terhadap Penggugat;

Him. 6 dari 12 him, Put. No. 1002/Pdt.G/2017/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari jawaban dan duplik Tergugat, majelis menilai
bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan semua dalil Penggugat dan
setuju untuk bercerai dengan Penggugat karena sudah sangat kecewa dengan
Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat membenarkan dalil pokok gugatan
Penggugat, tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam bahwa apabila
perceraian didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran
yang sifatnya terus menerus, maka Pengadilan terlebih dahulu harus
mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat
pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy
Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang
berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut
telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta
Nikah)yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara
Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat
formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat(volledig en bindende bewijskrackht), maka harus dinyatakan terbukti
bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam
secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana
ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg,;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai
angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan
saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat
bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti
fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2004 dan
tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Dusun Dasan Bengkel, Desa
Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengabh;

2. Bahwa, sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat
tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat;

3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada tahun 2011 tersebut dimana
Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat diluar Pengadilan yang
mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama
6 tahun hingga sekarang;

4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai
baik oleh keluarga maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan
fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
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3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak
bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan
bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah,
dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali
yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat telah rusak (broken marriage) dan tidak mungkin dapat disatukan
kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah
pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah
memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini
sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998
tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak
dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat
meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang
cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenubhi
alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa
dalam hal terjadi perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan
pertengkaran, Majelis Hakim tidak perlu mencari siapa penyebab timbulnya
perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan cukup membuktikan adanya
perselisihan di antara mereka dan yang lebih penting lagi apakah perkawinan
mereka masih dapat dipertahankan atau tidak karena tidaklah patut dibebankan
kesalahan tersebut pada salah satu pihak saja. Sebab mencari kesalahan salah
satu pihak dalam hal rumah tangga yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan,
justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih
pendapat fugaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Igna juz Il halaman 133 yang
berbunyi:
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Artinya : “Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya

disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan
talak satu *;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat
dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor
1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk
rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan
Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul
sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan
Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah
tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi
lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat
dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga
antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat tidak mencermikan lagi maksud dari pelembagaan
perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan
memberi maslahat (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa mafsadat
(keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim
menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dan Pengadilan
menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil
syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
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2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Nuriah bin Amaqg Mukiah)
terhadap Penggugat (Siti Komariah binti Amaq Siti Komariah);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Tsani 1439 Hijriyah, oleh H. Samad
Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan H;.
Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh
Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Rahman, SH. sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.
Hakim Anggota Hakim Anggota

H. Muhlis, SH. Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rahman, SH.

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan :Rp. 170.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah Rp. 261.000,-
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